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ABSTRAK

Kevalidan identitas dalam perkawinan merupakan syarat sahnya dari
perkawinan. Ketidaksesuaian identitas dalam perkawinan bukan hanya persoalan
administratif, tetapi dapat menimbulkan cacat hukum yang berpengaruh terhadap
keabsahan perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Nomor
2588/Pdt.G/2022/PA.Pt tentang pembatalan perkawinan karena ketidaksesuaian
identitas ditinjau dari teori perlindungan hukum dan menganalisis akibat hukum
yang timbul akibat pembatalan perkawinan karena ketidaksesuaian identitas.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
yuridis-empiris dengan sifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan
meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan
konseptual. Bahan hukum primer berupa Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor
2588/Pdt.G/2022/PA.Pt. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi
kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian identitas dalam perkara
Nomor 2588/Pdt.G/2022/PA.Pt merupakan cacat hukum material yang dapat
menjadi dasar pembatalan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 71 huruf b
Kompilasi Hukum Islam. Ditinjau dari teori perlindungan hukum Philipus M.
Hadjon, Putusan Nomor 2588/Pdt.G/2022/PA.Pt merupakan bentuk perlindungan
hukum represif untuk memulihkan hak pihak Pemohon yang dirugikan akibat
perkawinan yang lahir dari identitas yang tidak benar. Selain itu, pembatalan
perkawinan menimbulkan akibat hukum yang berbeda dari perceraian, karena
pembatalan berfungsi mengoreksi status perkawinan yang sejak awal cacat secara
hukum, dengan konsekuensi utama berupa hilangnya status perkawinan antara
Termohon 1 dan Termohon 2. Dengan demikian, putusan tersebut sejalan dengan
asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, serta menunjukkan bahwa
pembatalan perkawinan karena ketidaksesuaian identitas bersifat korektif sekaligus
protektif.

Kata Kkunci: Akibat hukum, Ketidaksesuaian identitas, Pembatalan
perkawinan, Perlindungan hukum; Putusan Nomor 2588/Pdt.G/2022/PA.Pt.

ii



ABSTRACT

The validity of identity in marriage constitutes one of the legal requirements
for a valid marriage. Identity discrepancies in marriage are not merely
administrative issues, but may also give rise to legal defects that affect the validity
of the marriage. This study aims to analyze Decision Number
2588/Pdt.G/2022/PA.Pt concerning the annulment of marriage due to identity
discrepancies from the perspective of legal protection theory and to examine the
legal consequences arising from the annulment of marriage on the basis of such
identity discrepancies.

The research method employed in this study is empirical-juridical research
with a descriptive-analytical nature. The approaches used include the statutory
approach, case approach, and conceptual approach. The primary legal material is
the Decision of the Religious Court of Pati Number 2588/Pdt.G/2022/PA.Pt. Legal
materials were collected through library research and then analyzed qualitatively.

The results of the study indicate that the identity discrepancy in case Number
2588/Pdt.G/2022/PA.Pt constitutes a material legal defect that may serve as
grounds for the annulment of marriage as regulated in Article 27 paragraph (2) of
Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Article 71 letter b of the
Compilation of Islamic Law. From the perspective of Philipus M. Hadjon’s legal
protection theory, Decision Number 2588/Pdt.G/2022/PA.Pt represents a form of
repressive legal protection to restore the rights of the Petitioner who suffered harm
as a result of a marriage formed on the basis of false identity. In addition, the
annulment of marriage gives rise to legal consequences that differ from divorce,
because annulment functions to correct a marital status that was legally defective
from the outset, with the principal consequence being the loss of marital status
between Respondent I and Respondent II. Thus, the decision is in line with the
principles of legal certainty, justice, and expediency, and demonstrates that the
annulment of marriage due to identity discrepancies is both corrective and
protective in nature.

Keywords: legal consequences; identity discrepancy; marriage annulment; legal
protection; Decision Number 2588/Pdt. G/2022/PA.Pt.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan atau perkawinan sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Pernikahan didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin
antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa'. Sedangkan,
dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2 didefinisikan sebagai akad yang
sangat kuat atau misagan galizan untuk mentaati perintah Allah dan
merupakan ibadah dalam melaksanakannya?.

Dalam praktiknya, keabsahan perkawinan tidak hanya ditentukan oleh
terpenuhinya rukun dan syarat menurut agama, tetapi juga oleh kesesuaian
administrasi dan identitas para pihak.’ Identitas dalam perkawinan memiliki
kedudukan yang sangat penting karena berkaitan dengan status hukum
seseorang, kejelasan hubungan suami istri, legalitas dokumen, dan
perlindungan terhadap hak-hak keperdataan.? Ketidaksesuaian identitas, baik

dalam bentuk keterangan palsu, pemalsuan status perkawinan, maupun

!'Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2 Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

3 Risnanda Anandari Awwalia, Zakiyatul Ulya,” Penggunaan Nama yang Berbeda pada
Akad Nikah dan Buku Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, Komparatif: Jurnal
Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam Vol. 4:1 (Juni 2024), him. 4.

4 Tri Winarni, Akhmad Nadirin, dan Ismail,” Pencatatan Perkawinan Sebagai Upaya
Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan
Weru),” Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 8:2, 2023, hlm. 251.



penggunaan dokumen yang tidak sah, dapat menimbulkan cacat hukum
dalam suatu perkawinan dan berpotensi mengakibatkan pembatalan
perkawinan di kemudian hari.’

Secara normatif, hukum perkawinan di Indonesia telah memberikan
ruang untuk membatalkan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya
perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri. hal ini
tercantum pada Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai beriku®t:

Pasal 27
(2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan
pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya
perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, pembatalan perkawinan juga
diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Salah satu dasar penting adalah
ketentuan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perempuan
yang dikawini kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain sebagaimana

yang tercantum dalam KHI Pasal 71 Hurud (b)’:

Pasal 71
Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan
Agama;

b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih
menjadi isteri pria lain yang mafqud;

c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan
suami lain;

d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan
sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang-

627 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

7 Pasal 71 Hurud (b) Kompilasi Hukum Islam



undang No.1. tahun 1974;

e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh
wali yang tidak berhak;

f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Islam sangat menekankan
kejelasan status perkawinan dan melarang terjadinya perkawinan baru ketika
masih terdapat ikatan perkawinan yang sah dengan pihak lain. Dengan
demikian, persoalan identitas dalam perkawinan tidak dapat dipandang
sebagai masalah administratif semata, tetapi juga sebagai persoalan hukum
substantif yang menyangkut keabsahan akad dan perlindungan terhadap
ketertiban hukum keluarga.

Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang memeriksa
perkara perkawinan bagi orang Islam memiliki peran penting dalam menilai
sah atau tidaknya suatu perkawinan ketika terdapat persoalan hukum berupa
ketidaksesuaian identitas. Kewenangan ini diberikan oleh Undang-Undang
tentang Peradilan Agama, yang menempatkan pembatalan perkawinan
sebagai salah satu perkara dalam bidang perkawinan yang menjadi
kompetensi Pengadilan Agama. Karena itu, ketika ditemukan adanya
ketidaksesuaian identitas yang berdampak pada tidak terpenuhinya syarat
perkawinan, maka penyelesaiannya harus dilakukan melalui mekanisme
hukum yang tepat agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan bagi
pihak-pihak yang terkait.®

Salah satu contoh konkret mengenai persoalan tersebut dapat dilihat

8 Azizah Yasmin, Hurriyah Agilah Ramadhoifah, dan Aura Rista Afifah,”Peradilan Agama
Sebagai Lembaga Penegak Hukum Islam di Indonesia,” Sriwijaya Journal of Private Law, Vol. 1:1
(April 2024), him. 86.



dalam Putusan Nomor 2588/Pdt.G/2022/PA.Pt. Berdasarkan fakta yang ada
bahwa persoalan tersebut menunjukkan adanya persoalan serius berupa
ketidaksesuaian identitas dan status hukum Termohon II dalam perkawinan.
Dalam perkara ini, ketidaksesuaian identitas bukan hanya terkait perbedaan
data administratif, tetapi lebih jauh menyangkut ketidakbenaran status
perkawinan yang dijadikan dasar untuk melangsungkan perkawinan baru.
Dengan kata lain, Termohon II masih terikat dalam perkawinan yang sah,
tetapi mengaku telah berstatus janda cerai. Kondisi demikian jelas
bertentangan dengan asas kejujuran, kepastian hukum, dan syarat-syarat
sahnya perkawinan sebagaimana ditentukan dalam hukum positif maupun
hukum Islam.

Penelitian terhadap perkara ini penting dilakukan karena pembatalan
perkawinan akibat ketidaksesuaian identitas memiliki implikasi yang luas,
baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat
memperkaya kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai pembatalan
perkawinan, keabsahan identitas, dan penerapan norma hukum oleh hakim.
Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada
masyarakat bahwa ketepatan identitas dan kejujuran status perkawinan
merupakan unsur yang sangat mendasar dalam pelaksanaan perkawinan.
Selain itu, penelitian ini juga penting bagi aparatur KUA dan penegak hukum
sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat verifikasi dokumen dan
mencegah terulangnya kasus serupa.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan



penelitian dengan judul “Pembatalan Perkawinan karena Ketidaksesuaian
Identitas (Studi Perkara Nomor 2588/Pdt.G/2022/PA.Pt)”. Penelitian ini
diharapkan mampu mengkaji secara mendalam pertimbangan hukum hakim
dalam memutus perkara pembatalan perkawinan tersebut, dasar hukum yang
digunakan, serta akibat hukum yang timbul dari pembatalan perkawinan
akibat ketidaksesuaian identitas. Dengan demikian, penelitian ini memiliki
relevansi yang kuat untuk menjawab persoalan hukum keluarga Islam yang
berkembang dalam praktik peradilan agama.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Putusan Nomor 2588/Pdt.G/2022/PA.Pt tentang pembatalan
perkawinan karena ketidaksesuaian identitas ditinjau dari teori
perlindungan hukum ?

2. Apa akibat hukum yang timbul akibat pembatalan perkawinan karena
ketidaksesuaian identitas ?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian yang hendak dicapai dalam Penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis Putusan Nomor 2588/Pdt.G/2022/PA.Pt tentang
pembatalan perkawinan karena ketidaksesuaian identitas ditinjau dari
teori perlindungan hukum.

2. Untuk menganalisis akibat hukum yang timbul akibat pembatalan
perkawinan karena ketidaksesuaian identitas.

Secara teoritis maupun praktis, manfaat penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Secara teoritis



Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi
pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga
Islam dan hukum perdata, terutama yang berkaitan dengan pembatalan
perkawinan karena ketidaksesuaian identitas. Selain itu, penelitian ini
juga diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai teori perlindungan
hukum dalam penyelesaian perkara pembatalan perkawinan.
2. Secara Praktis
a. Bagi Penulis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan
pemahaman penulis mengenai pembatalan perkawinan karena
ketidaksesuaian identitas, khususnya terkait pertimbangan hakim
dalam Putusan Nomor 2588/Pdt.G/2022/PA.Pt serta akibat hukum
yang ditimbulkannya.
b. Bagi Masyarakat
Penelitian in1 diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada
masyarakat tentang pentingnya kejujuran dan kesesuaian identitas
dalam perkawinan agar tidak menimbulkan sengketa maupun akibat
hukum di kemudian hari.
D. Telaah Pustaka
Adapun beberapa penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian
Penulis adalah berikut:
Pertama, Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Diva Audia Lasari

pada tahun 2023 yang berjudul “ Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan



karena Tidak Memenuhi Syarat Sah Perkawinan (Studi Kasus Perkara No.
122/PDT.G/2018/PA.PAL.).? hasil penelitian menunjukkan bahwa Masih
terdapat praktik perkawinan dalam masyarakat yang dilangsungkan
meskipun syarat sah perkawinan tidak terpenuhi atau terdapat larangan yang
dilanggar, seperti seseorang yang masih terikat perkawinan kemudian
menikah lagi tanpa sepengetahuan atau izin istri pertama. Penelitian
menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif,
melalui bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan
bahan hukum sekunder berupa literatur. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa dalam perkara tersebut telah terjadi pelanggaran persyaratan
perkawinan terkait poligami dan pemalsuan identitas sehingga perkawinan
dinyatakan tidak sah dan para pihak dikembalikan pada keadaan semula
seolah-olah tidak pernah menikah.

Kedua, Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Veranda Anggi
Saputri pada tahun 2024 yang berjudul “Pembatalan Perkawinan Karena
Tidak Terpenuhinya Syarat Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan Sesama
Jenis di Indonesia Dalam Putusan Nomor 5253/Pdt.G/2017/PA.Jr).!°
Veranda dalam penelitian menyebutkan bahwa Perkawinan merupakan

ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang bertujuan membentuk keluarga

° Diva Audia Lasari, Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan karena Tidak Memenuhi
Syarat Sah Perkawinan: Studi Kasus Perkara No. 122/PDT.G/2018/PA.PAL,” Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (2023).

10 Veranda Anggi Saputri, “Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Terpenuhinya Syarat
Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan Sesama Jenis di Indonesia Dalam Putusan Nomor
5253/Pdt.G/2017/PA.Jr), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
(2024).



bahagia dan kekal, serta hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi rukun
dan syarat menurut peraturan perundang-undangan dan agama masing-
masing. Penelitian ini mengkaji kasus pembatalan perkawinan sesama jenis
di Jember melalui Putusan Nomor 5253/Pdt.G/PA.Jr dengan metode yuridis
normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan
studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim
merujuk pada Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,
dengan akibat hukum bahwa perkawinan dianggap tidak pernah ada dan akta
nikah para pihak tidak lagi memiliki kekuatan hukum.

Ketiga, Penelitian Terdahulu yang dilakukan oleh Djiean Cakra Pamungkas
pada tahun 2024 dengan judul “Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan
Akibat Tidak Terpenuhinya Persyaratan Perkawinan Studi Kasus putusan
PA Semarang nomor 2004/PDT.G/2017/PA.Smg.!! Dalam penelitiannya,
Djiean Cakra Pamungkas menyebutkan bahwa Masih terdapat dalam
masyarakat praktik perkawinan yang dilangsungkan meskipun syarat-syarat
perkawinan tidak terpenuhi atau terdapat larangan yang dilanggar, seperti
perkawinan tanpa izin poligami dan dengan pemalsuan identitas. Penelitian
ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-
analisis untuk mengkaji proses pembatalan perkawinan dan akibat

hukumnya dalam perkara No. 2004/PDT.G/2017/PA.Smg berdasarkan

' Djiean Cakra Pamungkas,” Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak

Terpenuhinya Persyaratan Perkawinan Studi Kasus putusan PA Semarang nomor
2004/PDT.G/2017/PA.Smg,” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

(2024).



bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan dalam perkara
tersebut terjadi karena suami menikah lagi tanpa izin istri sah serta
memalsukan status para pihak, sehingga melanggar ketentuan Pasal 23 huruf
(b) dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 serta Pasal 71 huruf (a) dan Pasal 73 huruf (b)
Kompilasi Hukum Islam, dengan akibat hukum bahwa perkawinan
dinyatakan tidak sah dan dianggap seolah-olah tidak pernah terjadi.
Keempat, Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ikhwan Haqiqi pada
tahun 2022 yang berjudul “Pembatalan Perkawinan dan Akibat (Studi Kasus
Putusan 1811/Pdt.G/2020/PAJT” dalam penelitiannya Ikhwan menyebutkan
bahwa penelitian ini bertujuan mengetahui dasar hukum yang digunakan
hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam memutus pembatalan
perkawinan pada perkara Nomor 1812/Pdt.G/2020/PAJT serta mengetahui
dampak hukumnya bagi suami istri. Penelitian dilakukan di Pengadilan
Agama Jakarta Timur dengan menggunakan data primer berupa wawancara
hakim yang menangani perkara dan data sekunder berupa putusan serta
literatur pendukung, yang dianalisis secara kualitatif melalui wawancara dan
studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum yang
digunakan hakim terdapat dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 Kompilasi

Hukum Islam, sedangkan akibat hukumnya adalah putusnya hubungan



perkawinan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan perkawinan
tersebut dianggap tidak pernah ada.!?

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Haris Al Mushlih pada tahun 2019
dengan judul penelian “Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap
Pembatalan Perkawinan Karena Suami di Bawah Pengampuan: Studi
Putusan Pengadilan Agama Surabaya No 951/Pdt.G/2018/PA.Sby.!* Dalam
penelitiannya Haris berkesimpulan bahwa untuk menjawab pertanyaan
mengenai analisis yuridis dan analisis hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan
Agama Surabaya Nomor 951/Pdt.G/2018/PA.Sby tentang pembatalan perkawinan
dengan alasan suami masih berada dalam pengampuan, dengan metode penelitian
kepustakaan (library research) dan analisis deskriptif-analitis berpola pikir deduktif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis, perkawinan tersebut dapat
dianggap sah apabila wali diperbolehkan untuk menikahkan dan mewakili pihak
yang masih dalam pengampuan, dengan dasar Pasal 1330 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata mengenai kecakapan bertindak dalam perjanjian. Sementara itu,
secara hukum Islam, perkawinan orang yang berada dalam pengampuan karena
gangguan mental tidak dilarang, tetapi tetap dianjurkan adanya kematangan mental
agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan
rahmah dapat tercapai serta menghindari kemudaratan.

E. Kerangka Teori

1. Konsep Perkawinan

2 [khwan Haqiqi, “Pembatalan Perkawinan dan Akibat (Studi Kasus Putusan
1811/Pdt.G/2020/PAIJT,” Qanun: Journal of Islamic Laws and Studies, Vol. 1:1, (September, 2022).

13 Haris Al Mushlih,” Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan
Karena Suami di Bawah Pengampuan: Studi Putusan Pengadilan Agama Surabaya No
951/Pdt.G/2018/PA.Sby,” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2019).
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Perkawinan merupakan suatu ikatan yang tidak hanya bersifat lahiriah,
tetapi juga batiniah, yang menimbulkan akibat hukum yang melekat
bagi suami dan istri sejak perkawinan tersebut dilangsungkan.!'* Hal ini
sejalan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir
batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan
tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa.!"®

Rumusan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan bukan semata-
mata hubungan privat, melainkan peristiwa hukum yang memiliki
dimensi sosial, moral, dan yuridis, sehingga pelaksanaannya harus
memenuhi syarat-syarat formil dan materiil yang ditentukan oleh
peraturan perundang-undangan. Dalam konteks hukum, keabsahan
perkawinan tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat
menurut agama, tetapi juga oleh adanya itikad baik, kejujuran, serta
keterbukaan identitas para pihak, termasuk status diri, keadaan hukum,
dan kondisi pribadi yang relevan dengan perkawinan.'® Apabila salah
satu pihak dengan sengaja menyembunyikan atau memalsukan

identitasnya, maka kehendak pihak lainnya menjadi tidak bebas dan

4 Muchtar Anshary Hamid Labetubun dan Sabri Fataruba, “Implikasi Hukum Putusan

Pengadilan terhadap Pembatalan Perkawinan, Jurnal Civil Law Review, Vol. 1:1 (November, 2020),

hlm. 55.

15 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

16 Dea Putri Ananda, dkk. “Pembatalan Perkawinan karena Paksaan Orang Tua Analisis

Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 360/Pdt.G/2025/PA.PLG,”Jurnal Teologi Islam,
Vol. 2:1, 2026, hlm. 41.
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tidak didasarkan pada informasi yang benar, sehingga menimbulkan
cacat kehendak dalam proses pembentukan perkawinan.

Keadaan tersebut berdampak pada batalnya hukum perkawinan,
karena persetujuan yang diberikan tidak lahir dari kesadaran dan
kejujuran yang utuh. Oleh karena itu, penyembunyian identitas dalam
perkawinan bukan hanya melanggar prinsip kejujuran dan keterbukaan,
tetapi juga berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum berupa
pembatalan perkawinan, sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pihak
yang dirugikan dan sebagai upaya menjaga kesucian serta tujuan luhur
perkawinan.

2. Konsep Pembatalan Perkawinan

Secara bahasa, pembatalan berarti suatu pernyataan bahwa sesuatu
menjadi batal, urung, atau tidak jadi, yang berasal dari kata dasar “batal”
yang berarti tidak sah lagi. Adapun pembatalan perkawinan adalah
tindakan pembatalan terhadap ikatan perkawinan melalui putusan
Pengadilan Agama atas gugatan atau permohonan suami maupun istri
yang dinilai beralasan secara hukum, atau karena perkawinan tersebut
telah berlangsung dengan melanggar ketentuan hukum perkawinan
Islam.!’

Dalam hukum Islam, pembatalan perkawinan dikenal dengan
istilah fasakh. Secara etimologis, fasakh berasal dari bahasa Arab yang

berarti merusak atau membatalkan. Jika dikaitkan dengan perkawinan,

17 Sudarsono, Kamus Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), him. 126.
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istilah ini merujuk pada tindakan membatalkan atau memutus ikatan

8

perkawinan.'® Sayyid Sabiq berpendapat mengenai pembatalan

perkawinan yaitu memfasakh nikah berarti membatalkan dan
melepaskan ikatan tali perkawinan.'®
Dalam ranah perkawinan, di Indonesia telah memberikan ruang
untuk membatalkan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya
perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri. hal ini
tercantum pada Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 27

(2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan

pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya

perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, pembatalan perkawinan
juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Salah satu dasar
penting adalah ketentuan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan
apabila perempuan yang dikawini kemudian diketahui masih menjadi
istri pria lain sebagaimana yang tercantum dalam KHI Pasal 71 Hurud
(b):
Pasal 71

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan

Agama,;

b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui
masih menjadi isteri pria lain yang mafqud;

18 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2000), him.

19 Sayyid Sabiq, Figh Sunnah (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 2000), hlm. 124
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c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan
suami lain;

d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan
sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang-undang
No.1. tahun 1974;

e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh
wali yang tidak berhak;

f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Dari 2 (dua) Pasal tersebut baik yang tercantum dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ataupun KHI bahwa
pernikahan dapat dibatalkan apabila pada waktu berlangsungnya
perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri dan
perempuan yang dikawini kemudian diketahui masih menjadi istri pria
lain  sebagaimana yang terjadi pada  Perkara = Nomor
2588/Pdt.G/2022/PA.Pt.

3. Teori Perlindungan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis mengunakan teori perlindungan hukum
yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa perlindungan hukum
merupakan upaya untuk melindungi kepentingan seseorang melalui
pemberian dan pengakuan hak asasi manusia berupa kewenangan hukum
kepada individu tersebut agar dapat bertindak guna memperjuangkan dan
mempertahankan kepentingannya.?°

Perlindungan hukum memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan

prinsip keadilan, karena melalui perlindungan terhadap hak-hak tersebut

diharapkan tercapai keadilan bagi setiap individu sedangkan Soedirman

20 Satjipro Rahardjo, /lmu Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 51.
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Kartohadiprodjo?! berpendapat bahwa perlindungan hukum hakikatnya
adalah mencapai keadilan hal ini sesuai dengan tujuan hukum. Jadi
dapat disimpulakan bahwa perlindungan hukum atau legal protection
merupakan suatu kegiatan untuk menjaga serta memelihara masyarakat
demi mencapai suatu keadilan. Perlindungan hukum dapat
dikonstruksikan sebagai : (1) bentuk pelayanan yang diberikan oleh
aparat penegak hukum dan para aparat keamanan, (2) subjek yang
dilindungi.*?

Perlindungan hukum dapat dikonstruksikan sebagai bentuk
pelayanan yang diberikan oleh aparat penegak hukum dan aparat
keamanan kepada masyarakat. Pelayanan ini mencakup berbagai
tahapan, mulai dari upaya pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran
hukum, tindakan penegakan hukum terhadap perbuatan yang
melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, hingga
penyelesaian sengketa hukum yang timbul di tengah masyarakat.
Melalui pelayanan tersebut, negara menjalankan perannya dalam
menciptakan ketertiban, memberikan rasa aman, serta menjamin
adanya kepastian hukum dan keadilan bagi setiap warga negara.?

Selain itu, perlindungan hukum juga dipahami sebagai upaya untuk

2 Ibid., hlm. 53.

22 Hilda Hilmiah Dimyati, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal”,
Jurnal Cita Hukum, Vol.2:2, (Desember, 2014), him. 342-343.

2 Sulaiman., dkk. Perlindungan Hukum Indonesia (Bandung: Pnerbit Widina Media
Utama, 2025), him. 134.
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melindungi subjek hukum, baik individu maupun kelompok
masyarakat. Subjek hukum memiliki hak dan kepentingan yang secara
normatif harus diakui, dihormati, dan dijamin oleh hukum.?* Oleh
karena itu, perlindungan hukum berfungsi untuk mencegah dan
menanggulangi segala bentuk pelanggaran hak serta tindakan
ketidakadilan yang dapat merugikan subjek hukum, sehingga tercipta

keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini merupakan penelitian
yuridis-empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa
yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.”® Penelitian yuridis
empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau
implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap
peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyaraka.?

2. Sifat Penelitian
Bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk
menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai fenomena

hukum pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas?’.

24 Rizky Wijaya, Nur Husni Emilson, dan Koesrin Nawawi,” Perlindungan Subjek Hukum
dalam Perkembangan Teknologi Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia,” Marwah
Hukum, Vol. 1:1 (Januari, 2023), hlm. 24.

25 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitiaan Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka
Cipta, 2012), hlm. 126.

26 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti,

2004), him. 134,
27 Muhammad Ramadhan, Metode Penelitian, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), hlm.
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Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang
jelas mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur
pembatalan perkawinan serta penerapannya dalam kasus-kasus nyata.
Analisis dilakukan untuk menilai sejauh mana ketentuan hukum tersebut
diterapkan dalam praktik dan bagaimana pertimbangan hakim dalam
memutus perkara pembatalan perkawinan karena pemalsuan
Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang dipakai oleh penulis
yakni yuridis-noramtif yaitu teknik pendekatan yang dilakukan dengan
cara mengkaji Undang-undang yang berkaitan dengan pembatalan
perkawinan akibat ketidaksesuaian dengan identitas, seperti Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum
Islam (KHI) dan peraturan terkait yang memiliki kesesuaian tema
dengan apa yang ditulis oleh penulis.
Sumber data
Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sumber data
primer dan sumber data sekunder :
a. Data Primer
Data primer diperoleh langsung dari sumber utama yang berkaitan
dengan objek penelitian, yakni salinan putusan Pengadilan Agama
Pati Nomor 2588/Pdt.G/PA.Pt tentang Pembatalan perkawinan

karena adanya pemalsuan identitas yang menjadi obyek utama

13.
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dalam penelitian ini.
b. Data Sekunder
Data sekunder diperoleh dari jurnal, artikel, makalah dan literatur
lainnya yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian.
¢. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi
kepustakaan (library research), yakni dengan menelaah berbagai sumber
hukum dan literatur yang relevan. Data diperoleh melalui studi literatur,
termasuk buku, jurnal, artikel, dan putusan pengadilan. Adapun yang
menjadi objek kajian utama dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan
Agama Pati Nomor 2588/Pdt.G/2022/PA.Pt.

d. Analisa Data

Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan
fakta-fakta yang ada dengan teori dan regulasi hukum yang relevan. Proses
analisis dilakukan dengan mengaitkan fakta hukum dari putusan pengadilan
dengan teori-teori hukum dan ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan, seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam,
Serta KUHP yang mengatur tentang pemalsuan identitas. Melalui
pendekatan ini, peneliti berupaya menjelaskan bagaimana hukum berlaku
dalam praktik, serta menilai sejauh mana pertimbangan hakim dalam
memutus perkara sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hukum

bagi pihak yang dirugikan.

G. Sistematika Pembahasan
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Adapun sistematika pembahasan yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah
sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang berisi sub-bab bahasan berupa:
Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan dan kegunaan penelitian, Telaah
pustaka, Kerangka teori, Metodologi penelitian, dan terakhir yakni Sistematika
pembahasan yang bersisi penyajian sistematika dalam penulisan skripsi ini.

Bab Kedua, dalam penelitian ini membahas tentang Tinjauan Umum tentang
Pembatalan Perkawinan Akibat Ketidaksesuaian Identitas

Bab Ketiga, dalam penelitin ini membahas tentang Gambaran Umum Putusan
Nomor 2588/Pdt.G/2022/PA.Pt yang berisikan subyek hukum, duduk perkara,
pertimbangan hukum, dan amar Putusan dari Putusan ini.

Bab Keempat, dalam penelitian ini merupakan bab yang berisikan analisis
Pembatalan Perkawinan Akibat Ketidaksesuaian Identitas dalam Perkara Nomor
2588/Pdt.G/2022/PA.Pt

Bab kelima, dalam penelitian ini merupakan bab akhir dan penutup dari

penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran.
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BABYV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, kesimpulan yang bisa ditarik yakni

sebagai berikut:

1.

Putusan Nomor 2588/Pdt.G/2022/PA.Pt menunjukkan bahwa
ketidaksesuaian identitas dalam perkawinan bukan sekadar kesalahan
administratif, melainkan berpengaruh pada pembatalan perkawinan
sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 Ayat 2 UU Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 71 huruf b Kompilasi
Hukum Islam. Jika ditinjau dari teori perlindungan hukum Philipus M.
Hadjon, 1.Putusan Nomor 2588/Pdt.G/2022/PA.Pt merupakan bentuk
perlindungan hukum represif untuk memulihkan hak pihak Pemohon 1.
Putusan Nomor 2588/Pdt.G/2022/PA.Pt sejalan dengan asas kepastian
hukum, keadilan, dan kemanfaatan karena mengoreksi hubungan
hukum yang lahir dari ketidaksesuaian identitas.

Pembatalan perkawinan karena ketidaksesuaian identitas menimbulkan
akibat hukum yang berbeda dari perceraian, karena pembatalan
berfungsi mengoreksi status perkawinan yang sejak awal cacat secara
hukum. Akibat hukum tersebut meliputi hilangnya status perkawinan
antara Termohon 1 dan Termohon 2. Dengan demikian, akibat hukum
pembatalan perkawinan bersifat korektif sekaligus protektif, karena

tidak hanya memulihkan hak-hak Pemohon, tetapi juga mencegah
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timbulnya ketidakadilan bagi pihak Pemohon.

B. Saran

Adapun saran penulis yang dapat diajukan dalam penelitian ini sebagai

berikut:

1. Bagi pejabat yang mengurusi hal tersebut khususnya pihak Kantor Urusan
Agama untuk lebih teliti dan lebih hati-hati dalam memverifikasi identitas
calon pengantin agar tidak terulang kembali kejadian seperti permasalahan
ini serta terjadi hal yang tidak diinginkan.

2. Bagi Pengadilan, penting untuk menjaga konsistensi dalam penegakan

hukum Kkhususnya dalam kasus pembatalan perkawinan yang
dikarenakan ketidaksesuaian identitas serta memberikan sanksi tegas

bagi yang melanggar.
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